
BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 27' TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHON ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahunl 959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tamoohan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6279); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dan Peraturan Presiden 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atau Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan Postur dan 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 655); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penenganan Corona Virus Disease 2019 Di 
Lingkungan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nornor 249); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 
18); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun 201 7 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 6); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Nomor 12); 

38. Peraturan Bupati Bari to Selatan Nomor 17 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Bari to Selatan Tahun 201 7 Nornor 17) Sebagaimana 
telah diubah dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 
Tahun 2020 tentang Perubahan atau Peraturan Bupati Nomor 17 
Tahun 201 7 Ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 
Nomor 17); 

39. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2019 
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 
Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 12); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 
2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2017-2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Tahun 2017 Nomor 13); 

41. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Tahun 2020 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
ANGGARAN 2020. 

PENJABARAN PERUBAHAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah 
Rp. l.093.703.182.868,23 berkurang sejumlah Rp. 99.498.151.703,26 sehingga 
menjadi Rp. 994.205.031.164,97 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah ........................ . Rp. 87.062.560.060,00; 
2. Dana Perimbangan .... .......... ... ........ ...... . . Rp. 705.631.318.000,00;dan 

3. Lain-Lain pendapatan Yang Sah ........... . Rp. 201.511.153.104,97; 
Jumlah Pendapatan .............................. . Rp. 994.205.031.164,97; 

b. Belanja: 

1. Belanja Tidak Langsung: 
a) Belanja Pegawai ................................ . Rp. 426.793.525.902,71; 
b) Belanja Bunga ....... ......................... .. . . Rp. 1.247.640.986,18; 
c) Belanja Subsidi ............................ ..... . Rp. 1.285.000.000,00; 
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d) Belanja Hi bah ......................... .......... . 
e) Belanja Bantuan Sosial .................... . 
f) Belanja Bagi Hasil ...................... ...... . . 
g) Belanja Bantuan Keuangan .............. . 
h) Belanja Tidak Terduga ..................... . 

Jumlah Belanja Tidak Langsung ........ . 

2. Belanja Langsung: 
a) Belanja Pegawai ................................. . 
b) Belanja Barang Jasa ....... .... ............... . 
c) Belanja Modal .... .... . 

Jurnlah Belanja Langsung ....... .......... . 

Jurnlah Belanja Tidak Langsung 
dan Belanja Langsung ....................... . 

Surplus / (Defisit) .............................. . 

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan ................... ........................ . 
2. Pengeluaran .... . .. ..... .... ................... .. ..... . 
Jurnlah Pernbiayaan Netto ........ ........... . . 
Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan .. ... . 

Pasa12 

Rp. 19.080.000.000,00; 
Rp. 5.069.673.725,00; 
Rp. 2.458.684.580,50; 
Rp. 145.454.986.000,00;dan 
Rp. 13.551.976.061,00; 
Rp. 614.941.487.255,39; 

Rp. 45.546.343.000,00; 
Rp. 187.537.281.023,00; dan 
Rp. 2 11 .808.862.663,00; 
Rp. 444.892.486.686,00; 

Rp. 1.059.833.973.941,39; 

Rp. (65.628. 942. 776,42). 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

98.536. 762.500,03;dan 
32.907.819.723,61; 
65.628.942.776,42; 

0,00; 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 tercanturn dalarn Lampiran I yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IT yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalarn Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalarn Dokurnen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
Perundangan-undangan. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. 

Diundangkan di Buntok 
pada tanggal 23 6ktober 2020 

,.~T~S DAERAH 
:ATEN'll~TO SELATAN, 

\ 

WANTO 

Ditetapkan di Buntok 
23 0ktober 2020 
' 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2'7 
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